
PEMERINTAH PROPINSI JAMBI

Menimbang : a.

c.

I'lengingat : 1.

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAMBI

NOMOR 4 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI IZIN KENDARAAN ANGKUTAN BARANG KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

bahwa dengan ditetapkan Undang- undang Nomor 34 Tahun
2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Retribusi
Izin'Angkutan Khusus dengan wilayah operasi Lintas Kabupaten/
Kota merupakan jenis Retribusl Daerah;

bahwa bagi kendaraan khusus dan kendaraan barang yang
berasal dari luar Daerah perlu dllakukan Pengendalian danl
Pengawasan serta untuk memberlkan Kontrlbusl kepadal
Pemerintah Daerbh guna merlngankan beban dalam
pelaksanaan pembangunan dan pemellharaan prasarana jalan'
melalui pembayaran retribusi lzln angkutan barang khusus;

bahwa untuk memungut Retribusl Gbagaimana dimaksud pada
huruf b perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

Undang- undang Nornor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Swatantra'Tingkat I Sumatera
Barat, Jambl dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor
75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958
Nomor 112);

Undang- undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Urusarr
Piutang Negara (Lembaran Negara l'ahun 1960 Nomor 156,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 210a);

3. Undang- unCang Nomor B Tahun 1981 tentang Hukum Acar I
Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambaharr
Lembaran Negara Nomor 3209);

q, Undang- undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 ,Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

b.

z.

r r t- J---
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5, undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tbhun 1907 Nomor 4!,
Tambahan Lem_baran Negara Nomor 3695) Juncto undang-
undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas undan!-
uudang Nomor 18 Tahun LggT tentang paJak Daerah oin
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun zboo Nomor z4s,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 404g);

6. Undang-,undang Nomor 22 Tahun lggg tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 

-60, 
Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3839);

7. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kepolisian Negara
Republtk Indonesia (Lembaran Negara Tahun zboo Nomor 2);

B. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 19g3 tentang pelaksanaan
undang-undang Nomor I Tahun 1gg1 tentang kukum Acara
Pid,ana (Lembaran Negara Trhun 1991 Nomor 6 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3258);

9. Peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang penyerahan
sebagian urusan pemerintah dalam Bidang talf untas d;;
Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dai Daerah nngxaf it
(Lembaran Negara Tahun 1990 Nom or 26, Tambahan teriuaran
Negara Nomor 3410);

10. Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun
Tambahan Lembaran Negara ftomor 3SZ7);

ll.Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang pemeriksaan
Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran r.tefara Tahun 1gg3
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor jizgt;

12. Peraturan pemerintah Nomor zs Tahun 2000 tentang
Kewenangan pemerrntah dan Kewenangan propinsi sebagai D;ilhotonom (Lembaran Negara Tahun z6oo rrroiiio,' sq, iamuanin
Lembaran,Negara Nomor 3952);

13. Peraturan pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentangPengelolaan dan _ .pertanggungjawaban Keuangan Daerah(Lembaran Negara Tahun z0bb nlomor 202, Tambafian r_eruiran
Negara Nomor aAZ4;

1993 tentang
1993 Nomor 59

14.Peraturan
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illlfisrnperhatikan:

trzl-Feraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, iambahan
Lembaran Negara Nomor 4139);

l5.lGputusan presiden Nomor 44 Tahun lggg tentang TeknikFenyuwnan peraturan perundang- undingan dan Bentuk
Rancangan undang-undang, Rancangan peraturJn pemerintah dan
Rarrcangan Keputusan preslden (Lembaran Negara Tahun 1g9g
llomor 70);

L6-Keputusan Menteri perhubungan Nomor KM. 69 Tahun 1993
tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dr Jaran;

l.7-Keputusan Menteri Daram Negeri Nomor t74 Tahun 1997
tentang Tata Cara pemungutan Retribusi Daerah;

lS.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata cara pemeriksaan di Bidang Retribusi oaerahl 

.--"r

19.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147'l-ahun l99B tentang
Komponen Penetapan Tarif Retrrbusi;

20.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003
tentang Pedoman operasional pinyidik pegawai Negeri sipil
Daerah dalam penegakan peraturan D'aerah;

21. Perahrran Daerah propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 4 Tahun
1988 tentang pemberian uang. Insentif (uang perangsang)
kepada Instansi yang melaksanlkan pemunlutan dan Instansiyang mernbantu pelaksanaan pemungutan Fendapata. Diluh
(Lembaran Daerah propinsi Dati I :ambl rahun 19gg Nomor 544
Seri A Nomor 3);

Keputusan Dewan perwakilan Rakyat Daerah propinsi Jambi Nomor
9 Tahun 2004 tentang persetujuan terhadap 6 (enam) Rancangan
Peraturan Daerah propinsl Jambi,

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKII-AN RAKYAT DAEMH PROPINSI JAMBI

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAEMH PROPINSI JAMBI TENTAI,IG RETRIBUSI
IZIN KENDARMN ANGKUTAN BAMNG KHUSUS.

lil4enetapkan :

Bab I.
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BAB I

KETENTUAN UMUM

pasal L

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah propinsi Jambi.

7. Pemerintah propinsi adalah pemerintah propinsi Jambi.

3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.

4. Dinas Perhubungan adalah Dinas perhubungan propinsi Jambi.

5. Penyidik Pegaw3! _Negeri sipil yang selanjutnya disebut ppNs
adalah Pejabat pNS dalam suatu Initansl t6rtentu yang ditunjuk
untuk. melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai- p..yidik
terhadap suatu pelanggaran peraturan Daerah seiuai dengan
lingkup kerjanya.

6. Badan adalah suatu bentuk batian usaha yang melipuU perseroan
Terbatas, perseroan lainnya, Badan usina- Milik negara .iuu
dae.rah dengan nama atau bentuk .prpun, peisekutuan,
perkumpulan, Firma, Kongsr, yayasan aiau drganisasi v*dsejenis, Lembaga, Dana pensrun, bdnfuk usaha tetap sefta bentul
badan usaha lainnya.

7. Retribusi Ferizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan
tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian lzin r<6paoaorang pribadi atau badan yang ombrcuoian pembinaan,
pengaturann pengendallan dan pengawasan atai kegiatan
pemanfaatan ruang penggunaan sumber daya alam, dr;G;
prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi
kepentingan umum dan menjaga kelestarian ttngluDgan:

B. Retribusi Izin Angkutan Barang Khusus yang selanjutnya disebut
Retribusi adalah pembayaran atas pemberian lzin pioa or*q
pribadi atau badan untuk menyedlakan pelayanan bada suati
atau beberapa lzln angkutan khusus teheniu dalam wliuvur,
Daerah.

9. wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut
Peraturan perundang-undangan Retribusl waJib l4elakukan
Pembayaran Retribusi.

10.Masa
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10.Masa Retribusi adalah suatu jangka waKu tertentu yang
merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan
izin angkutan khusus.

ll.Izin.Angkutan Khusus adalah izin yang diberikan kepada wajib
retribusi untuk rnengangkut barang khusus.

12. Barang Khusus adalah barang yang karena sifatnya dan
bentukhya harus dimuat dengan cara khusus, seperti barang
curah, barang cair, barang memerlukan fasilitas pendingin kareni
sifat, bentuk dan penggunaannya untuk pengangkutin barang
khusus.

13.Mobil Barang Khusus adalah mobil kendaran bermotor yang bukan
merupakan mobil penumpang dan mobll bus atau mobii baiang.

14.Pengangkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari
suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.

15. Daya angkut adalah daya angkut barang atau muatan kendaraan
bermotor yang diperbolehkan menurut [etentuan dalam Buku uJi
Kendaraan bermotor.

16.satu hari adalah dua puluh empat jam dan satu bulan adalah
waKu tiga puluh hari.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Angkutan Barang Khusus dipungut
Retribusi sebagai pembayaran ataj pemberlan Izln Angkutan barJng
Khusus pada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanai
Angkutan Barang Khusus tertentu dalam wllayah Daerah.

pasal 3

(1). objek Retribusi Angkutan Barang Khusus adalah Kendaraan
Angkutan Khusus yang dlpergunakan untuk pengangkutan
barang tertentu yang karena sifatTjenisnya memerlukan
pengangkutan secara khusus.

(2).Pengangkutan
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(2). Pengangkutan barang tertentu atau khusus diklasifikasikan atas:
a. Pengangkutan barang curah;
b. Pengangkutan barang cair;
c. Pengangkutan barang yang memerlukan fasilitas pendingin;
d. Pengangkutan tumbuh-tumbuhan dan hewan hldup;
e. Pengangkutan barang khusus lainnya.

pasal 4

subjei Retribusi adalah orang atau Badan yang meperoleh Izin
Angkutan Barang Khusus terhadap Kendaraan yang beroperasi dl
Lintas Kabupaten/ Kota dalam Wllayah proplnsl.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

pasal 5

Retribusi Izin Kendaraan Angkutan Barang Khusus digolongkan
sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IV

ilRA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNMN JASA

pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang
diberikan dan jenis kendaraan yang digunakan.

BAB V

PRINSIP DAN SASAMN DAI-AM PENETAPAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif
retribusi,didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian dan/
atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin
angkutan khusus.

(2).Biaya.
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(2) 
P!.vu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen
biaya survey . lapangan, analisa d'an 

'.uaruisi 
sefta 

'biayi
transportasi dalam rangka peningkatan pengendatian oin
pengawasan serta biaya pembinaan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

pasal B

(1) struKur tarif digolongkan berdasarkan jenis kendaraan dan daya
angkutnya sesuai yang dizlnkan.

(2) struKur dan besarnya retrlbusl ditetapkan sesual dengan dayaangkut muatan per kendaraan seflap'6 (enam) burari ieoigJ
berikut :

9, Rp.25.000 yang berdaya angkut 750 - 3.500 Kg;b. Rp.40.000 yans berdaia angrur 3.s0i _ i5oo rd;c. Rp.60,000 yang berdaya an.fkut 7.001 _ keatas.

BAB VII

WII.AYAH PEMUNGUTAN

pasal 9

(1) Retribusi yang dipungut adalah ci daerah tempat izin angkutan
khusus diberikan.

(2) Tata cara dan instansi yang memberi atau mengeluarkan izinangkutan khusus atas pelakianaan ketentuan dalam peraturan
Daerah inl adalah Dinas perhubungan proplnsl-atas pemberian
kewenangan dari Gubernur yang ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur.

BAB VIII

MASA R.ETRIBUSI DAN SAAT
TERUTANGNYA RETRIBUSI

pasal 10

Masa retribusr 
.adarah 

jangka waktu yang ramanya 6 (enam)bulal dengan kewajrban nieniunar uiunb-'5puuir, habis masa
retribusi dan masih diperlukan.

Bab IX
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BAB IX

BI,AYA PEMUNGUTAN

pasa 11

rEFda Instansi pemungut drberikan blaya pemungutanrtmr ! 'f (rirna persen) darr hasil pungutan yang dlsetor ke Kaslffi dm psnbaglannya diatur tehn lanjut'oeigan Keputusan@hn

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

pasal 12

Dalam har wajib retribusr fidak membayar tepat padaffirnya atau ku.rang membayar, dikenakan iirfu aOhfnistiaJ
berupa denda sebesar 2olo (dua' persen) ieuap 

"butan 
diilngut

hngsung pada waKu pemberian Izin engkitan tsul.ng rhusui.

BAB N

TATA (IRA PENAGIHAN

pasal 13

Pengeluaran. surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis
sebagai awal tindakan pelaksanaan penagrhan retribusr dikeluarkansegera 7 (tujuh) harr setelah Jatrh tempo masa retribusr.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

pasal 14

(1) wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewaJlban sehingga
merugikan keuangan daerah drancam kurungan paling tami-i(ttsa) butan atau denda pailng banyak q (e-mpa[i[;i ffi;.;retribusi terutang.

(2) Tlndak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adarah
pelanggaran.

Bab XIII.
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BAB XIII

PENYIDII(AN

pasal 15

(1) PPNS tertentu di lingkungan pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikantindak pidana di .bidang ietribusi Oaerin, ,.ffi;;;;;
dimaksud daram Undang-unoang Nomor B Tahun G8;"tlffi;
Hukum Acara pidana yang berla[u.

(2) wewenang penyidik sebagaimarra dimaksud pada ayat (1)
adalah :

a. Menerima, mencari, mengurnpurkan dan meneriti keteranganatau raporan berkenaan dengan tindak pidana oi o,oi.gretribusi daerah agar keterangan raporan'iersebut men;iol
lengkap;

b. Meneriti, mencari dan mengumpurkan keterangan mengenai
gf?nq pribadi atau Badan sihubrngu. jur;un tindak pidana
di bidang retribusi daerah;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau
Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retrious:
daerah;

d. Merneriksa buku-buku, catatan - catatan dan dokumen rainberkenaan dengan tindak pidana di bidang ietriuusi oaeiar,;

e' lvlelakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan buktipembukuan, pencatatan dan dokumen - oo[r*.n rain seruamerakukan penyitaan terhadap bahan bukti terseout;

f. Meniinta ba.ntuan tenaga ahli dalam rangka peraksanaan
tugas penyidikan tindak pidana di bidang retiiousi daerah;

g' Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkanruangan atau tempat pada saat pemerlksaan 6i;;;berlangsung;

h. Mem'tret orang berkaitan dengan tindak pidana retribusi
daerah;

i' Mernanggir orang untuk didengar keterangannya atau
diperiksa sebagai tersangka atau siksi;

j. Menghentikan penyidikan;

k. Melakukan tindakan rain yang perru untuk kerancaranpenyidikan tindak pidana di bidairg'retrib,.rsi daerah menurut
hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidk.....
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(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dirnulainya penyidikan dan menyampaikan hisil penvioirannva
lepada Penuntut umum, melalui penyidik pejabat poiisl r,r.g.ri
Republik Indonesia sesuai dengan keientuan yung diatur oalam
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

-Hukum 
Acara

Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN I.AIN

pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Daerah inisepanjang mengenai pelaksanaanya ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya peraturan Daerah ini, maka peraturan
Daerah Propinsi Jambi Nomor 9 Tahun 1994 tentang Jasa Laru Lintas
dan Angkutan Jaran dinyatakan dicabut dan tidak beilaku ragi.

pasal 18

Peraturan Daerah ini rnurai berraku pada tanggar diundangkan.Agar setiap orang m.engetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya daram Lembaran
Daerah Propinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal zg Aprtt ZA04

GUBERNUR JAMBI,

H. ZULKIFLI NURDIN
Diundang di Jambi
pada tanggal 10 uet 2OO4

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI JAMBI

tJ^\\,
FI.A. CHALIK SALEH

LEMBAMN DAEMH PROPINSI JAMBI TAHUN 2OO4 NOMOR E SERIc NOMOR. l
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PEH]EI.ASqN ATAS

- PEMTURAN DAERAH PROPINSI JAMBI

NOMOR TAHUN 2OO4

TENTANG

ME'IRIBTJSI IZIN KENDARMN ANGKUTAN BARANG KHUSUS

{]Xllllili'iffi,llll!lfifi

mnffi'tmnudbmgan yang bersifat lintas Kabupaten/ Kota merupakan salah satu
dhtlitii kcrrenangan yang diberikan kepada pemerintah propinsi dan
llffErurmwqan otonomi Daerah yang berum dapat dilaksanakan olehl0Mr Kabupaten/ Kota.

ilhlngilllutan ]alan merupakan bagian dari transportasl yang merupakan urat
lrnladil perekoromian dan nrempunyai peran sangal penting dalam
mrmmrrunjang mobilitas kegiatan Ekonomi, soslal Budaya, pertahanan
ffinamanan dan Pengembangan Wilayah. 

!

Sehubungan dengan hal tersebut diatas serta sebagai pelaksanaan
Feraturan Pemerintah Nomor 2s rahun 2000 tentang Kewenangan
rernerintah dan Kewenangan Propinsi sebagal Daerah O'to-nom dan urituk
peningkfian pelayanan kepada masyarakat Proplnsl Jambl perlu dilakukan
pengawasan, pengendalian dan pengamanan terhadap jalan dari
kerusakan dini akibat kurangnya pengendalian angkutan jatan yang
rnasuk dan beroperasi di propinsi.

Salah satu solusi untuk mengatasi hal tersebut diatas maka diharapkan
sebagian pengguna jalan dapat menempatkan dirinya sebagai ,,iuj"L
dalam Peraturan Daerah ini dan untuk' meringankan beban terhadap
pengawasan, pengendalian dan pemeliharaan jalan maka pemerintah
Fropinsi perlu melakukan pemungutan Retrlbus'i Izln Angkutan Barang
Khusus.

sebagai Dasar dalam pelaksanaan iersebut diatas perlu diatur dan
clitetapkan dengan peraturan Daerah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Huruf a sid q
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3 ayat (1)
Barang tertentu selain tlarang curalr, barang cair, barang yang
memerlukan. fasilitas pendingin, tumbuh- tumbuhan, hewan hidup,
dan barang khusus lainnya, adalah :

i.

u"
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a. Aiat Berat adalah merupakan tlarang atau sifatnya tidak dapat
dipecah-pecah sehlngga memungklnkan angkutannya melebihi
muatan sumbu terberat (MSD dan / atau dimenslnya melebihi
ukuran makslmum yang telah ditetapkan.

b. Bahan berbahaya adalah setiap bahan atau benda yang oleh
karena sifat darl ciri khas serta keadaannnya, merupakan
bahaya terhadap keselantatcn manusla atau makhluk hidup
lainnya.

c, Peti kemas adalah peti kemas berdasarkan atau sesuai
Internasional Standard Organization (ISO) yang dapat

, dioperasikan di Indonesia.

Ayat (2) huruf e yang termasuk pengangkutan barang khusus
lainnya antara lain adalah :

1. Pengangkutan kayu logs.
2. Pengangkutan Bahan Baku Serpih (BBS).
3. Pengangkutan Hasil Tambang.

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

' Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7 Ayat (t) s/d (2)
Cukup jelas

Pasal 8 Ayat (1)
lenis kendaraan yaitu kendaraan barang (truck) dengan bak
terbuka atau tertutup (box).

Ayat (2)
Huruf a s/d c daya angkut muatan yaitu daya angkut barang yang
ditetapkan sesuai dengan daya rngkut yang Ciizinkan dalam buku
uji kendaraan bermotor.

Pasal 9 Ayat (1)
Pemerintah Propinsi melakukan pemungutan atas retribusi dalnn
Perafuran Daerah ini"

Ayat (2)
Tata cara pemberian izin pada Peraturan tlaedl lni, antara lailr
harus nremperhatikan :
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1. Bentuk permohonan.
V, Syarat - syarat untuk mendapatkan izin.
3. Bentuk surat lzin.
4. Pembantu pemungutan retribusi atas izin ini.
5. Sistem informasi perieinannya (SIp)
6. Kewajiban pemegang izin.

Kepala Dinas perhubungan propinsi Jambi dapat melimpahkan
wewenang kepada peJabat terterrtu atau yang membawahi bidang
penimbangan untuk memberl atau menfeharkan izin atai
pelaksanaan kegiatan dalam peraturan Daerah-ini.

" Pasal 10 l

Cukup jelas

Pasal I I
Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jolas .1

I
Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jela5

Pasal i6
Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas


